
BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMORJ.0.TAHUN ~~-~-, 

TENTANG 

PARAF KOOROINASI 
OPO/UNIT KUM 

PEMBEBASAN BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GROBOGAN, 

a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) 
huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99, dan Pasal 
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersa.ma Menteri 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Menteri Dala.m Negeri Nomor 
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, 
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan 
peraturan bupati mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan dala.m mendukung percepatan 
pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dala.m huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

SALINAN



Menetapkan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan 
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI 
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Grobogan ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

sebagai unsur 
yang memimpin 

yang menjadi 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 



5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang- Undang, dengan· tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan Pajak. 

7 . Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, 
yang mempunyai hak dan· kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

8 . Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/ atau bangunan. 

9 . Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan adalah hak atas 
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di 
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di 
bidang pertanahan dan bangunan. 

10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya bell sehingga perlu mendapatkan 
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a . pembebasan BPHTB bagi MBR; dan 
b. kriteria MBR. 

BAB II 
PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR 

Pasal 3 

(1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan. 

(2) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a . hak milik; 
b. hak guna usaha; 
c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e . hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. hak pengelolaan. 

(3) Dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk MBR 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 4 

(1) Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yakni untuk kepemilikan 
rumah pertama bagi MBR dengan kriteria tertentu. 



(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu kepada peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
penunahan dan kawasan permukiman. 

BAB III 
KRITERIA MBR 

Pasal 5 

(1) Kriteria MBR merupakan . indikator dalam menentukan 
masyarakat yang termasuk MBR. 

(2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada besaran penghasilan. 

(3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan: 
a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; 

atau 
b. pengbasilan orang perseorangan yang kawin. 

(4) Pengbasilan orang perseorangan yang tidak kawin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) buruf a merupakan 
seluruh pendapatan bersib yang bersumber dari gaji, 
upah, dan/ atau basil usaha sendiri. 

(5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) buruf b merupakan seluruh 
pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, 
dan/atau basil usaha gabungan suami istri. 

(6) Dalam bal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digunakan untuk pembangunan atau peroleban rumah 
dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. 

(7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang 
bersumber dari gaji, upah, dan/ atau basil usaha sendiri. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 6 

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 dibitung berdasarkan kemampuan membayar biaya 
pembangunan atau perolehan nunah layak huni. 
Besaran pengbasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk 
pemberian kemudahan perolehan atau bantuan 
pembangunan rumah. 
Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak 
huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari 
angsuran pembiayaan perolehan nunah umum 
menggunakan: 
a. suku bunga dan tenor tertentu; atau 
b. marjin komersial dan tenor tertentu. 
Kemampuan membayar biaya pembangunan atau 
perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung dari: 
a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan 



rumah swadaya; dan/ at.au 
b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau 

perbaikan rumah swadaya. 
(5) Angsuran pembiayaan pembangunan at.au perbaikan 

rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a menggunakan: 
a. suku bunga dan tenor tertentu; atau 
b. marjin komersial dan tenor tertentu. 

Pasal 7 

(1) Biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung 
sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan: 
a. harga jual pemilikan rumah umum; 
b. biaya perbaikan rumah swadaya; at.au 
c. biaya pembangunan rumah swadaya. 

(2) Harga jual pemilikan rumah umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. harga jual rumah tunggal; 
b. harga jual satuan rumah deret; dan 
c. harga jual satuan rumah susun. 

(3) Harga jual pemilikan rumah umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak 
pert.a.mbahan nilai. 

(4) Harga jual pemilikan rumah umum dan biaya 
pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan 
bat.a.san luas lantai rumah umum dan rumah swadaya. 

(5) Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimarui djmalamd 
pada ayat ( 1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan 
biaya pembangunan rumah swadaya. 

Pasal 8 

(1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/at.a.u bantuan 
pembangunan at.au perolehan rumah bagi MBR, 
masyarakat yang memenuhi persyaratan harus 
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a . berkewarganegaraan Indonesia; dan 
b. memenuhi kriteria MBR. 

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
untuk mendapatkan kemudahan dan/ at.au bantuan 
pembangunan at.au perolehan rumah pemohon juga harus 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

(1) Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk 
kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta 
rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan 



juta rupiah)  c lan kategori s a t u  orang u n t u k  peserta
tabungan perumahan ralcyat sebesar Rp8.000.000,00
(delapan juta rupiah).

(2) L u a s  lantai paling luas 36  m2 (tiga puluh enam meter
persegi) u n t u k  pemil ikan r u m a h  u m u m  clan satuan
rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m2 (empat
puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah
swadaya.

BAB IV
KETEN'rUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada
Peraturan Bupa t i  mengenai Ta t a  Cara Pemungutan Pajak
Daerah.

BAB INT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s e  tiap o r a n g  mengetahu inya ,  memer in tah l can
pengundangan Peraturan Bupati i n i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal Deut tober  xoiel

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1DeSember

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN GROBOGAN,

Cap.ttd

ANANG ARMUNANTO

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI

BER1TA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Ca TERNAK UNGGAS
7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000
7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000
7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000
7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000
7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000
7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000
7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000
7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000
7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000
7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000
7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000
7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000
7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000
7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200

CCM HEWAN LAINNYA
7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400

CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE
7920 E Book Elcsemplar 100.000

XIV. SOFTWARE
7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200
7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000
7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400

7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor
CBR

Client Backup and Recovery license
forWindows (7-user) Set 413.200

7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300

7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub
Interkoneksi penerbitan BLUe RFID
Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting,
Pelatihan dan implementasi

Set 12.580.800

7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000
7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000
7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000
7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000

7931
Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal
( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial,
VCP, Single-user, Win

Unit 4.693.000

CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV
LANGGANAN

7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000
7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000

CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD
7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400
7935 Stimuno Syr - Hs 29.760
7936 Sivit-Zinc - Tablet 702

7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo
Wirosari NaN Paket 390.513.073

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
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